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BUPATI KATINGAN
VINSI KALIMANTAN TENGAH
"R\ ‘URAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
IELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang . bahwa memenuhi ketentuan Pasal & Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan tentang Anggaran Pendapatan d(‘ﬂ
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkar
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pend w\pat-‘“w
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai landasan

operasional peiamanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan., Kabupaten Seruvan, Kabupaten

Sukamara, Kabupaten ';c mandau, Kabupaten Gunung Mas,
i{abupatﬂn Pulang Pisa Kabupaten Murung Rava dan
ixab‘ ipaten Barito Utara T‘m‘m‘r Provinsi Kalimantan Tengah

L a,mbaz"an Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
: han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
~7

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286}

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 _tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 5. mbahan Lembaran

Ta
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004  tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

ot

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Ama‘ra Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daera 1 {Lembaran Negara Republik Indonesia
r;ahdfi 2004 b ﬁm@‘f 126, Tambahan Lembaran Negara

nublik In d@hscn« Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5074};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2{}2 i tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangat {Lemuarun
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nemor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139):

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik

-
indonesia Nomor 4575;

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4 .

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Pez‘aturan Demerintah Nomor 56 Tahun
2005 Tentang Sistem nformasi Keuangan Daerah,

(Lembaran Neg rﬁ Repu")hl indonesia Tahun 2010 Nomaor
10, w},mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SIK
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah;

Per“uran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
baran Negara Rppuimh Indonesia Tahun 2012 Nomor 5.
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




19, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang

sratura

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

rentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
17

{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

20, Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembi naan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerntahan
waerah {Tambahan Lx&mb“ ran Negara Republik Indonesia
Nomor 60415;

21, Peraruran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelavanan Minimal {Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178}

22. Peraturan Pemerintabh Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4378}

23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembaglan Urusan Pemerintah vang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan {Lembaran
Daerah habupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 31

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zm

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter: Dala

Negert Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

o)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tenitang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah "‘al m Anggaran 2020 (Berita Negara

Republik indonesia Tahun 2019 Nowmor j;

26, Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Mentert Dalam Negeri
Nomeor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan  Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah [Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2012 Nomor 540};

27. Peraturan Daerah Rabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 201
tentang Pcﬁnﬁ‘n ntukan dan Susunan Perangkat D%Wd
Kabupaten Katingan {Lembaran Daerah Kabupaten kKatingan
Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten katingan Nomor 35j;
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29 Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 T’ ahun 2017 tentang
ldmﬁahaﬂ Penghasilan Pegawal Negeri Sipil di Til’"i»&ku}“;ﬁ?ll’i
h kKabupaten Karnngar é?“ieﬂ,t"?% Daerah Kabup

=
z’\dxil‘.«gdéi Pahun 2017 Nomor 3961,




30, Peraturan Bupat Katingan Nomor 3% ’"f‘a}mﬂ 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupat Katingan Nomor 51 Tahun
2017 retang Tambahan Penghasilan reba.vvai Neger1 Sipil di
Lingkungan Pemerin ah Aa'%’)upatfm Katingan { berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 435},

®

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

81 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,60

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan oieh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan den G)cm prinsip oronomi seluas-luasnyva dalam sistem dan
;:ﬂ‘ir sip Negara Kesatuan Republik Indonesia %F‘bqgaimaﬂa dimaksud daiam

ndang-Undang Dasar Republik hfzd;mes:éa Tahun 1945,

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagal unsur penvelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
vang menjadi kewenangan daerah otonomi:

3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan:

4. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnyva disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakvat Daerah sebagal unsur penvelenggara
Pemerintahan Daeraly,

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnva disebut APBD
adalah suatu Keuangan Daerah vang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Katingan,

BAB I
APBD
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:
i. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 62.565.045.450.00
b. Dana Perimbangan Rp. 969.079.875.816.,00
¢. Lain-lain 3‘enddpatzm Rp. 217.518.352.000.00
d. Jumlah Pendapatan Rp. 1.249.163.273.266,00
2. Belanja
Belanja Tidak Langsung
11 Belanja Pegawal Rp. 416.143.203.081.55
21 Belanja Bunga Rp. .00
3} Belanja Subsidi Rp. 1.350.000.000,00
4] Belania Hibah Rp. 23.367.50@600,00
51 Belania Bantuan Sosial Rp. 51.290.189.396.00
6] Belanja Bagi Hasil Rp. 3.500.000.000.00
71 Belania Bantuan Keuangan R 231.744.252.481.60
' R !
R

Toe

728.395.144.959,15



nja Langsung

1. Belania Pegawai Rp.  062.2281.831.054,00

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 248.517.469.393,88

3. Belanja Modal Rp. 279.958.713.052.12

Rp. 590.758.013.700.00

~umlah Belanja Rp. 1.319.153.158.659.,15
Surplus/{Defisit Rp. (€

a. Penerimaan Rp. 77.389.885.393,15

b, Pengeluaran Rp. 7.400.000.000.00

Jumtlah Pembiavaan Neto p. 69,989 885,393,153

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 6,00
Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum

galam Lampiran | yang mer akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 4

Penjabare

-

: an APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 divinct lebih laniut
dalam Latmpiz" 1 I vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

o

Pasal 5

Lampiran sebagaimana te %‘Sebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian
arg tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan

Pasal 6

sanaan penjabaran APBD vang ditetapkan dalam peraturan i
ui angkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

erangkat daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola
};.«;’:.,angan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undarngarn.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.
Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 23 Desember 2019

BUPATI KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan
2019

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 537



